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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menilai pentingnya laporan keuangan dalam mengevaluasi kinerja 
perusahaan. Fokus utama penelitian adalah untuk memberikan wawasan tentang bagaimana 
laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai dan meningkatkan kinerja perusahaan serta 
sebagai dasar pengambilan keputusan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan pendekatan naturalistik, dimana data yang dianalisis berasal dari studi kepustakaan. Data 
sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan literatur terkait, yang 
disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, skema, dan gambar. Analisis data dilakukan melalui tiga 
tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa laporan keuangan adalah alat vital untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yang 
mencakup aspek-aspek seperti kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Penilaian kinerja ini 
penting bagi manajemen untuk mengelola operasional organisasi, mendukung pengambilan 
keputusan strategis, dan memberikan umpan balik yang berguna untuk pengembangan karyawan 
serta perencanaan penghargaan. Penelitian ini menekankan bahwa laporan keuangan yang tepat 
dan akurat merupakan fondasi untuk evaluasi kinerja yang efektif dan perencanaan masa depan 
perusahaan. 
Kata Kunci: Laporan Keuangan, Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan 

 
PENDAHULUAN  

Salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia yang wajib 
dibayarkan oleh Masyarakat adalah pajak LAIHAT. Karena pendapatan negara sangat 
penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah, seperti subsidi, pembayaran 
gaji pegawai, dan pembangunan infrastruktur, pemerintah harus mengelola 
pendapatan negara dengan baik (Edastama P. & Amitkumar D, 2021). Pajak 
penghasilan yang dihitung berdasarkan pendapatan tahunan setiap individu, adalah 
salah satu sumber pendapatan pemerintah Indonesia yang paling signifikan (Dewi, 
2017). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan wajib pajak dimana dapat patuh 
dan memenuhi kewajibannya dengan tepat. Peran pemerintah dalam meningkatkan 
kesadaran wajib pajak dan pemahaman mereka tentang tanggung jawab mereka untuk 
membayar pajak sangatlah penting (Aksan, 2014; Nabila, 2019). 

Dalam hal penunjangan kemajuan, Indonesia adalah salah satu negara di mana 
masyarakatnya kurang menyadari pentingnya membayar pajak bagi para wajib pajak 
(Lazuardini, 2018). Hal ini masih sulit dicapai karena sebagian orang masih 
menganggap pajak hanya sebagai hadiah dan hanya untuk kepentingan pemerintah. 
Ketika petugas pemungut pajak melakukan penggeledahan langsung, mereka kadang-
kadang menemukan perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Hal ini juga terjadi pada 
kantor resmi di mana ASN tidak menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi. Hal 
tersebut mengindikasikan rendahnya kesadaran mengenai pembayaran pajak. 
Pengetahuan perpajakan meliputi informasi, peraturan, perhitungan pajak, serta 
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metode pembayarannya (Yulianawati, 2011). Berdasarkan data, tarif pajak Indonesia 
termasuk dalam kategori yang terendah di Asia Tenggara sebesar 9,11% hingga 2021. 

Berdasarkan data kepatuhan wajib pajak menunjukkan tingginya ketidakpatuhan 
wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya selalu 
mengalami penurunan karena kurangnya kesadaran akan kewajiban membayar pajak. 
Dan hal ini tentunya akan juga berdampak terhadap pendapatan daerah. Studi Hadi 
(2009) ditemukan bahwa tidak semua faktor dapat berpengaruh positif terhadap 
kesadaran wajib pajak. Pelayanan fiskus, sanksi pajak, & e-filing termasuk faktor yang 
berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 

Dari data yang sudah peneliti dapatkan, dalam 5 tahun terakhir KPP Pratama Pare 
memiliki capaian pemasukan yang cukup menurun dikarenakan tingkat kepatuhan 
wajib pajak terhadap pembayaran pajak menurun ditiap tahunnya. Pada tahun 2017 
cukup tinggi dengan persentase mencapai 118,89%, kemudian pada 2018 berada di 
presentase 105,25%, tahun 2019 dengan persentase 61,35% dengan penurunan 
presentase yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. 
Kemudian memasuki tahun 2020, KPP Pratama Pare juga masih mengalami penurunan 
yaitu dengan persentase 59,89%, dan di tahun terakhir 2021 dengan persentase 
sebesar 50,69%. Perolehan data ini diambil dari KPP Pratama Pare dari tahun 2017 
hingga 2021.  

Penurunan persentase tersebut menunjukkan bahwa terdapat kurangnya 
kesadaran di kalangan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Studi ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan Taing (2021) dan Sari (2016)Selain itu, penelitian 
yang dilakukan oleh Martini et al. (2019)dimana meneliti pengaruh kesadaran dan 
sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak khususnya PBB. Dengan demikian, 
studi ini diharapkan dapat membuktikan secara bersama-sama melalui uji simultan 
mengenai pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, & sanksi wajib 
pajak terhadap ketepatan pembayaran pajak oleh orang pribadi di KPP Pratama Pare.  

 
KAJIAN TEORI 
Pengertian dan Konsep Pengetahuan Pajak 

Pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman dan informasi yang dimiliki wajib 
pajak mengenai kewajiban perpajakan, termasuk peraturan, prosedur, dan perhitungan 
pajak. Pengetahuan ini sangat penting karena mempengaruhi kemampuan wajib pajak 
untuk memenuhi kewajiban pajak mereka secara akurat dan tepat waktu. Menurut 
teori perilaku pajak, pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak karena mereka lebih memahami peraturan perpajakan dan implikasi dari 
kewajiban pajak yang tidak dipenuhi. Menurut Handayani, (2017) pengetahuan yang 
baik tentang peraturan pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan pajak, karena 
wajib pajak yang lebih berpengetahuan cenderung lebih disiplin dalam memenuhi 
kewajiban pajak mereka. 
 
Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak 

Kesadaran pajak mengacu pada pemahaman wajib pajak tentang pentingnya 
kewajiban perpajakan dan dampaknya terhadap pembangunan negara serta 
kesejahteraan masyarakat. Kesadaran ini mencakup pengertian tentang tanggung jawab 
sosial dan kontribusi yang diberikan melalui pembayaran pajak. Menurut teori motivasi 
dan kepatuhan pajak, kesadaran pajak yang tinggi sering kali dikaitkan dengan tingkat 
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kepatuhan yang lebih baik.  Dalam teori Planned Behavior-nya Ajzen (1991) oleh 
(Tiraada, 2013) menunjukkan bahwa sikap dan kesadaran yang positif terhadap 
kewajiban pajak berkontribusi pada niat dan perilaku kepatuhan yang lebih tinggi. 
Wajib pajak yang menyadari pentingnya kontribusi mereka cenderung lebih patuh 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. 

 
Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan 

Sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang dirancang 
untuk mendorong kepatuhan pajak dengan memberikan konsekuensi negatif bagi 
pelanggaran peraturan perpajakan. Teori deteren menunjukkan bahwa sanksi yang 
ketat dan pelaksanaan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak 
dengan mengurangi insentif untuk menghindari pembayaran pajak. Menurut Ruddian, 
(2017) efek sanksi pajak terhadap kepatuhan tergantung pada probabilitas deteksi dan 
besarnya denda yang dikenakan. Semakin besar risiko dan dampak sanksi, semakin 
tinggi motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Penelitian oleh 
(Lubis et al., 2021) mendukung temuan dengan menunjukkan bahwa sanksi yang lebih 
berat dan penerapan hukum yang ketat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan 
pajak. 
 
Interaksi Pengetahuan, Kesadaran, dan Sanksi Pajak 

Pengetahuan, kesadaran, dan sanksi pajak saling berinteraksi dalam 
mempengaruhi ketepatan pembayaran pajak. Pengetahuan pajak yang memadai dan 
kesadaran tinggi mengenai pentingnya kewajiban pajak dapat meningkatkan 
pemahaman wajib pajak mengenai konsekuensi dari ketidakpatuhan, termasuk sanksi 
yang mungkin dikenakan. Di sisi lain, sanksi pajak yang tegas dan diterapkan secara 
konsisten dapat memperkuat pengaruh pengetahuan dan kesadaran dengan 
memberikan dorongan tambahan untuk mematuhi kewajiban pajak. Kombinasi dari 
ketiga faktor ini menciptakan lingkungan yang mendorong kepatuhan pajak, seperti 
yang diuraikan dalam model compliance behavior oleh Braithwaite (2003), yang 
menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan, sikap, 
dan ancaman hukuman. 
 
METODE PENELITIAN  

Pendekatan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Metode survei non-eksperimental digunakan dalam melibatkan pengumpulan 
informasi dan menggunakan data primer melalui penyebaran kuesioner secara daring 
(Syaputra, 2021). Penelitian ini melibatkan 400.303 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) 
yang masuk pada KPP Pratama Pare dari periode 2017-2021. Penentuan jumlah sampel 
didasarkan pada rumus Slovin (Sugiyono, 2019) yang menerapkan formula untuk 
menentukan ukuran sampel dari populasi tersebut, menghasilkan sampel sebesar 100 
orang. Metode simple random sampling dipilih untuk menentukan sampel dalam 
penelitian. Analisis data menggunakan regresi linear berganda melalui aplikasi SPSS  
versi 22 (Ghozali, 2016, 2015). 
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Gambar. Kerangka Penelitian 

 
HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Tabel 1. 
Uji Normalitas 

 
 

Temuan tersebut menunjukkan nilai signifikansi Asymp. 2 tailed sebesar 0,193 
yang berarti > 0,05. Sehingga data tersebut terdistribusi normal. Uji normalitas juga 
melibatkan grafik P- P Plot dimana apabila titik-titik masih sejajar dengan garis atau 
menempel dengan garis maka data tersebut berdistribusi normal, begitupun 
sebaliknya. Selanjutnya merupakan grafik P-P Plot yang berdistribusi normal. 

 

 
Gambar 1. Grafik P-P Plot 

 
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa titik-titik pada sekitar garis mewakili 

data yang diuji, dan grafik memperlihatkan banyak titik yang mendekati garis atau 
bahkan berada di atasnya, dimana data tersebut terdistribusi normal-P-P. 

Tabel 2. 
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Uji Multikolonierita 

 
 

Dari hasil output data didapatkan bahwa pada pengetahuan wajib pajak dengan 
VIF 3,945 < 10, kesadaran wajib pajak dengan VIF 4,908 < 10, dan sanksi perpajakan 
dengan nilai VIF 2,378 < 10, yang berarti tidak terjadi multikolonieritas. Dengan 
demikian, penelitian ini tidak mengalami masalah multikolonieritas. 

Tabel 3. 
Analisis Regresi Linier Berganda 

 
 

Temuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1) Nilai sebesar 0,936 adalah konstanta yang menggambarkan keadaan ketika 

variabel ketepatan pembayaran tidak dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu 
pengetahuan pajak (X1), kesadaran pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) 

2) Koefisien regresi X1 sebesar 0,220 mengindikasikan bahwa variabel 
pengetahuan berpengaruh pada ketepatan pembayaran pajak. Artinya, 
setiap peningkatan satu unit dalam variabel pengetahuan akan berdampak 
pada ketepatan pembayaran pajak sebesar 0,220. Nilai signifikansi 0,014 
menunjukkan bahwa kurang dari 0,05 dimana pengetahuan pajak 
mempengaruhi ketepatan pembayaran pajak sebesar 0,220. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis pertama didukung. 

3) Koefisien regresi X2 sebesar 0,690 menunjukkan bahwa variabel kesadaran 
mempengaruhi ketepatan pembayaran pajak. Setiap peningkatan satu unit 
dalam variabel kesadaran akan berdampak pada ketepatan pembayaran 
pajak sebesar 0,690. Nilai signifikansi 0,000 mengindikasikan bahwa kurang 
dari 0,05 dimana kesadaran pajak mempengaruhi ketepatan pembayaran 
pajak sebesar 0,690. Sehingga hipotesis kedua didukung. 

4) Koefisien regresi X3 sebesar 0,255 mengindikasikan bahwa setiap 
peningkatan satu unit dalam variabel sanksi akan mempengaruhi ketepatan 
pembayaran pajak sebesar 0,255. Nilai sig. sebesar 0,008, yang kurang dari 
0,05 dimana sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan 
pembayaran pajak. Sehingga hipotesis ketiga didukung. 

Tabel 4. 
Uji Simultan ( Uji F ) 
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Tabel 4 memperlihatkan nilai Sig. pada pengaruh simultan X1, X2, dan X3 
terhadap Y adalah 0,000 < 0,05. Untuk nilai F hitung adalah 180,283, yang lebih besar 
dari F tabel yaitu 2,70. Sehingga H1 diterima, yang menunjukkan adanya pengaruh 
simultan dari X1, X2, dan X3 terhadap Y.  

Tabel 5. 
Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

 
 

Dapat dijelaskan hasil uji signifikan parsial adalah sebagai berikut: 
1) H1: signifikansi sebesar 0,014 < 0,05 dan nilai t hitung 2,491 > t tabel 

1.984 sehingga dapat diartikan bahwa H1 diterima. Hal ini bermakna 
bahwa Pengetahuan (X1) berpengaruh terhadap Ketepatan Pembayaran 
Pajak (Y). 

2) H2: signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 6.985 > t tabel 
1.984 sehingga dapat diartikan bahwa H2 diterima. Hal ini bermakna 
bahwa Kesadaran (X2) berpengaruh terhadap Ketepatan Pembayaran 
Pajak (Y) 

3) H3: Signifikansi sebesar 0,008 < 0,05 dan nilai t hitung 2,725 > t tabel 
1.984 sehingga dapat diartikan bahwa H3 diterima. Hal ini bermakna 
bahwa terdapat pengaruh Sanksi (X3) terhadap Ketepatan Pembayaran 
Pajak (Y). 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis pada penelitian ini 
diterima. Berdasarkan analisis parsial, variabel pengetahuan perpajakan terhadap 
ketepatan pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan. Hal tersebut didukung 
oleh nilai sig. sebesar 0,014 < 0,05 & nilai t hitung yaitu 2,491  > t tabel yaitu 1.984. 
Temuan ini mendukung H1 dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif 
terhadap ketepatan pembayaran di KPP Pratama Pare. Studi ini juga mendukung 
temuan Purba et al. (2022), dimana pengetahuan perpajakan berpengaruh positif 
signifikan terhadap ketepatan pembayaran pajak oleh wajib pajak. 

Temuan ini juga mengemukakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif & 
signifikan secara parsial pada ketepatan pembayaran pajak oleh wajib pajak orang 
pribadi dengan nilai sig. sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung > ttabel (6,985 > 1,984). 
Penelitian ini mendukung studi Katini et al. (2017) serta Alfia & Rochmawati (2022) 
yang mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan 
terhadap ketepatan pembayaran pajak. Pada studi ini, ketepatan pembayaran pajak 
oleh wajib pajak orang pribadi menunjukkan nilai sig. sebesar 0,008 < 0,05, serta nilai 
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thitung > ttabel (2,725 > 1,984). Temuan ini konsisten dengan studi Katini & Suardana 
(2017) serta Nugrahani & Suryaningsum, 2023) , dimana sanksi perpajakan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan pembayaran pajak oleh wajib 
pajak.  

Didasarkan pada pengujian simultan, dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak, 
kesadaran pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif & signifikan pada 
ketepatan pembayaran WPOO. Hal ini didasarkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 
dan nilai F hitung > F tabel (180,283 > 2,70). Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak 
akan mendorong mereka untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela tanpa 
adanya paksaan. Pengetahuan serta pemahaman tentang pajak, termasuk sanksi pajak, 
mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Mardiasmo 
(2015) mengemukakan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan agar ketentuan 
peraturan perpajakan dipatuhi, dan berperan sebagai alat pencegah untuk mencegah 
pelanggaran norma perpajakan. Sanksi bertujuan untuk mendorong kesadaran dan 
kepatuhan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Diharapkan bahwa 
penerapan sanksi tersebut dapat mengatasi ketidakpatuhan pembayaran pajak.  
 
KESIMPULAN  

Bahwa pengetahuan, kesadaran, tarif & sanksi perpajakan berpengaruh positif 
terhadap ketepatan pembayaran wajib pajak orang pribadi. Pengetahuan wajib pajak 
tentang pajak memiliki berpengaruh signifikan terhadap ketepatan pembayaran pajak. 
Pengetahuan tentang pajak meningkatkan kemungkinan mereka untuk membayar 
pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan. Studi ini juga menunjukkan bahwa kesadaran 
pajak mempengaruhi ketepatan pembayaran. Semakin banyak orang yang wajib pajak 
tahu tentang tanggung jawab mereka, semakin besar kemungkinan mereka membayar 
pajak tepat waktu. Selain itu, sanksi pajak juga berperan penting. Semakin tegas dan 
konsisten penerapan sanksi pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak akan 
membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kombinasi dari ketiga 
variabel ini menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak yang tinggi, 
sehingga pada akhirnya berdampak pada peningkatan   penerimaan pajak negara.   
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